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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji    syukur  kepada    Allah    SWT    atas    segala    limpahan rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 

Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat  diselesaikan. Ucapan terima 

kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun  

sehingga  Laporan  Pelaksanaan Kegiatan  ini  dapat  rampung  sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. 

Laporan  Pelaksanaan Kegiatan  Pengadilan  Negeri  Pagar Alam  Tahun  2023  disusun  

sesuai  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang 

pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan 

Kegiatan). 

Pelaksanaan  penyusunan  Laporan  Pelaksanaan Kegiatan  badan  peradilan  

diharapkan  mampu mengubah  wajah  birokrasi  badan  peradilan  menjadi  birokrasi  bersih,  

dan  melayani sebagaimana  harapan masyarakat.  Ini adalah  pekerjaan besar  bagi  jajaran 

Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen 

disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah 

ditetapkan.  

Laporan  Pelaksanaan Kegiatan  Pengadilan  Negeri  Pagar Alam  Tahun  2023 

merupakan  laporan  atas capaian  pelaksanaan  kinerja  Pengadilan  Negeri  Pagar Alam 

selama  Tahun  2023,  sebagai    bentuk  kesadaran   dan   mempertanggungjawabkan   amanah   

yang   diberikan dalam rangka mewujudkan reformasi  birokrasi  peradilan  dan  meningkatkan  

kualitas  pelayanan  publik. 

 

 

Pagar Alam, 2 Januari 2024 

KETUA PENGADILAN NEGERI 

PAGAR ALAM 

 

 

 

 

ANDI WILHAM, S.H.,M.H. 

NIP.197411202005021002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan adalah salah satu rangkaian kegiatan 

yang harus dilakukan setiap Tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari 

evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun anggaran, baik kegiatan 

yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. 

Kesemuanya harus terangkum dalam laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari 

rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal Tahun anggaran juga sebagai bahan 

pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada Tahun berikutnya.Selain itu laporan 

Tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai 

kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 

 

Tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung 

Khususnya Pengadilan Negeri Pagar Alam sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

agung Nomor : MA/SEK/07/III/ 2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Tata 

Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI adalah membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI 

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana 

perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan 

dilingkungan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan cara : 

1. Memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur dilingkungan 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung 

khususnya Pengadilan Negeri Pagar Alam. 

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan 

teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum pada 

Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Pagar Alam. 

3. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan 

teknis dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi peradilan umum pada 

Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Pagar Alam. 

4. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tata laksana 

perkara perdata. 

5. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tata laksana 

perkara pidana. 
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B. VISI DAN MISI 

 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri 

Pagar Alam. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Pagar Alam ,adalah:  

 

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pagar Alam yang Agung” 

 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam menetapkan misi yang 

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pagar Alam 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pagar Alam 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pagar Alam 

 

C. RENCANA STRATEGIS 

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses 

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai 

sasaran/tujuan tertentu. Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan 

berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada 

garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh 

setiap lembaga/unit organisasi/instansi, Berikut kami paparkan tentang Rencana Strategis 

(RENSTRA) Pengadilan Negeri Pagar Alam. 

1. Terwujudnya profesioanlisme pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa. 

2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antara instansi terkait. 

3. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. 

4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan. 

5. Berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara secara tepat waktu 

dengan produk putusan yang adil terhadap  para pencari keadilan. 

6. Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme hakim, panitera dan jurusita serta staff. 

7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaaan di Seluruh bidang. 

8. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi Undang-undang 

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan Peradilan 

dalam sistem Kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB II 

PENGELOLAAN PERKARA 

 
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM 

 

a. Keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk tahun 2023 

adalah sebagai berikut : 

 

Perkara Pidana  

No 
Satuan 

Kerja 
Jenis Perkara 

Sisa 

perkara 

tahun 

lalu 

Perkara  

Masuk 

2023 

Perkara 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Pidana  

Pidana Biasa 6 145 141 10 

Pidana Anak - 9 9 - 

Pidana cepat - 3 3 - 

Pidana 

singkat/ringan/lain - - - - 

Pidana pra peradilan - - - - 

Pidana lalu lintas - 1236 1236 - 

Perkara Perdata  

No Satuan Kerja Jenis Perkara 

Sisa 

perkara 

tahun lalu 

Perkara  

Masuk 

2023 

Perkara 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Perdata  Gugatan  1 4 4 1 

Gugatan 

sederhana 
- 12 12 - 

Permohonan  - 7 7 - 

 

b. Keadaan perkara di tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk tahun 2023 

adalah sebagai berikut : 

 

Perkara Pidana  

No 
Satuan 

Kerja 
Jenis Perkara 

Sisa 

perkara 

Bannding 

tahun lalu 

Perkara 

Banding 

Masuk 

2023 

Perkara 

Banding 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Pidana  
Pidana Biasa - 10 9 1 

Pidana Anak - - - - 

Perkara Perdata  

No Satuan Kerja Jenis Perkara 

Sisa 

perkara 

Banding 

tahun lalu 

Perkara 

Banding 

Masuk 

2023 

Perkara 

Banding 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Perdata  Gugatan  - 2 2 - 

Gugatan 

sederhana 
- - - - 

Permohonan  - - - - 
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c. Keadaan perkara di tingkat Kasasi pada Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk tahun 2023 

adalah sebagai berikut : 

 

Perkara Pidana  

No Satuan Kerja Jenis Perkara 

Sisa perkara 

Kasasi tahun 

lalu 

Perkara 

Kasasi 

Masuk 

2023 

Perkara 

Kasasi 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Pidana  
Pidana Biasa - 7 4 3 

Pidana Anak - - - - 

Perkara Perdata  

No Satuan Kerja Jenis Perkara 

Sisa 

perkara 

Kasasi 

tahun lalu 

Perkara 

Kasasi 

Masuk 

2023 

Perkara 

Kasasi 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Perdata  Gugatan  - 2 - 2 

Gugatan sederhana 
- - - - 

Permohonan  - - - - 

 

d. Keadaan perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam 

untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

 

Perkara Pidana  

No Satuan Kerja Jenis Perkara 

Sisa 

perkara PK 

tahun lalu 

Perkara PK 

Masuk 

2023 

Perkara PK 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Pidana  
Pidana Biasa - - - - 

Pidana Anak - - - - 

Perkara Perdata  

No Satuan Kerja Jenis Perkara 

Sisa 

perkara 

PK tahun 

lalu 

Perkara PK 

Masuk 

2023 

Perkara 

PKyang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Perdata  Gugatan  - - - - 

Gugatan sederhana - - - - 

Permohonan  - - - - 
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B. PENYELESAIAN PERKARA 

 

a. Jumlah sisa perkara yang diputus 

No 

Satuan Kerja Sisa  

Perkara  

Tahun 

lalu 

Perkara 

Masuk 

2023 

Perkara 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM 

1. 

Pidana Pidana Biasa 6 145 141 10 

Pidana Anak - 9 9 - 

Pidana cepat - 3 3 - 

Pidana 

singkat/ringan/lain 

- - - - 

Pidana pra peradilan - - - - 

Pidana Lalu lintas - 1236 1236 - 

2. 

Perdata Gugatan 1 4 4 1 

Gugatan sederhana - 12 12 - 

permohonan 0 7 7 0 

b. Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu 

No 

Satuan Kerja Sisa  

Perkara  

Tahun 

lalu 

Perkara 

Masuk 

2023 

Perkara 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM 

1. 
Pidana Pidana Biasa 6 145 141 10 

Pidana Anak - 9 9 - 

2. 

Perdata Gugatan 1 4 4 1 

Gugatan sederhana - 12 12 - 

permohonan 0 7 7 0 

c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK  

d. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi 

No Satuan Kerja Jenis Perkara 

Jumlah Perkara 

Perdata 

Jumlah Perkara 

Perdata yang 

berhasil di 

mediasi 

Sisa 

Perkara 

Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Perdata 2023 Gugatan  4 - - 

Gugatan 

sederhana 
12 - - 

Permohonan  7 - - 

 

e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi 

 

 

 

 

 

No 

Satuan Kerja Sisa 

tahun 

lalu 

Perkara 

Masuk 

Perkara 

Putus 
Perkara mengajukan Perkara tidak ajukan 

Banding 
Kasasi PK 

Banding 
Kasasi PK 

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM 

1. 
Pidana Pidana Biasa 6 145 141 10 7 - 141 144 - 

Pidana Anak - 9 9 - - - - - - 

2. 

Perdata Gugatan 1 4 4 2 2 - 2 2 - 

Gugatan 

sederhana 

- 12 12 - - - 12 12 12 

permohonan - 7 7 - - - 7 7 7 

No Satuan Kerja 

Jumlah 

Perkara Pidana 

Anak 

Jumlah Perkara anak 

yang berhasil melalui 

diversi 

Ket 

1. Pengadilan Negeri Pagar Alam 

 

- - - 
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C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL 

 

a. POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) 

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya memberikan akses yangseluas-

luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu dengan menyelenggarakan kegiatan 

pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, salah satunya dengan 

pembentukan posbakum pengadilan.  

Posbakum (pos bantuan hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada 

setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi 

dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman dan 

Peradilan Umum.  

Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tahun 2023 mendapat anggaran dari 

Mahkamah Agung  RI untuk Posbakum dalam DIPA 03 (Program peningkatan manajemen 

peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 21.600.000,-. Realisasi untuk kegiatan 

posbakum ini adalah : 

 

No Satuan kerja Pagu DIPA 
Total realisasi 

Sisa Ket 
Rupiah Persentase 

PENGADILAN NEGERI Pagar Alam 

1. Posbakum Rp 21.600.000,- Rp 21.600.000,- 100 % 0  

 

Posbakum Pengadilan Negeri Pagar Alam dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Pagar Alam, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI Kota Pagar 

Alam dengan MOU Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : W6-

U9/170/SK/KPN/PS.03/1/2023 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan 

posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas 

register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri.  Masyarakat yang datang 

menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi. 

 

b. Sidang Keliling / Pelayanan terpadu 

Bahwa selama kurun waktu sejak berdirinya Pengadilan Negeri Pagar Alam yaitu tahun 

2012 hingga sekarang  tidak ada sidang keliling, sehingga untuk kegiatan ini tidak dapat 

dijelaskan lebih terperinci 

 

c. Sidang Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) 

Bahwa berdasarkan DIPA anggaran satker Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2023 

tidak tersedia akun untuk penanganan sidang perkara Prodeo (pembebasan biaya 

perkara). Maka untuk kegiatan ini tidak ada kegiatan sehingga tidak dapat dijelaskan lebih 

lanjut. Namun demikian satker Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk masa yang akan 

datang berupaya untuk menyusun anggaran sidang prodeo (pembebasan biaya perkara). 
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BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 
 
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / 

PENDIDIKAN 

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Pagar Alam sebanyak 26 (dua puluh 

enam) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim dan 19 (sembilan belas) Pegawai. 

a. Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan / Golongan 
Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

II/c - 2 2 
II/d - - - 
III/a 1 2 3 
III/b 9 1 10 
III/c 4 3 7 
III/d 1 1 2 
IV/a 2 - 2 

Jumlah 17 9 26 

 
b. Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

Sarjana (S-2) 7 3 10 
Sarjana (S-1) 9 4 13 
Diploma - 2 2 
SMTA 1 - 1 
SMTP - - - 
SD/SR - - - 
Jumlah 17 9 26 

 
c. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Teknis / Non teknis / Staf 
Jabatan Teknis/Non 

teknis 

Golongan Jumlah 

I II III IV 

L P L P L P L P L P 

Hakim - - - - 4 - 3 - 7 - 
Calon Hakim - - - - - - - - - - 
Panitera - - - - 1 - - - 1 - 
Sekretaris - - - - - 1 - - - 1 
Panmud - - - - 3 - - - 3 - 
Kasubbag - - - - 2 1  - 2 1 
PP -  - - - -  1 - - -  1 
Jurusita - - - - 1 - - - 1 - 
Jurusita Pengganti - - - - - - - - - - 
Pranata Komputer - - - - - - - - - - 
Staf - - - 2 3 4 - - 3 6 
CPNS - - - - - - - - - - 
JUMLAH - - - 2 13 8 3 - 17 9 
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A. Mutasi 

Adapun mutasi selama Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah sebagai berikut: 

 Mutasi Masuk 

Adalah mutasi masuknya Hakim atau Pegawai ke Pengadilan Negeri Pagar Alam pada Tahun 

2023 Antara lain : 

1. Setia Dharma, S.E.,M.M. Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Pagar Alam yang 

mutasi masuk Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat Keputusan Sekretaris MA RI 

Nomor : 273/SEK/Kp.I/SK/II/2023. 

2. Hermi Kusmita, S.Kom. Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Pagar Alam yang 

mutasi masuk Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat Keputusan Sekretaris MA RI 

Nomor : 453/SEK/Kp.I/SK/III/2023. 

3. Sukadi, S.H.,M.H. Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA yang mutasi 

sebagai Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor : 1331/DJU/SK/KP04.5/4/2023. 

4. Neni Triana, S.H. Staf Pengadilan Negeri Lahat yang mutasi sebagai Panitera Pengganti 

Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum MA RI Nomor : 1331/DJU/SK/KP04.5/4/2023. 

5. Pery Agusta, S.Kom. Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Pagar Alam yang mutasi 

masuk Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 

: 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023. 

6. Wahyu Nopriadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blangkajeren yang mutasi sebagai 

Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum MA RI Nomor : 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X/2023. 

7. Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang 

mutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor : 

1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 

 

 Mutasi Keluar 

Adalah mutasi keluarnya hakim atau pegawai dari Pengadilan Negeri Pagar Alam : 

1. Harmen, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mutasi sebagai Panitera 

Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Badan Peradilan Umum MA RI Tanggal 17 April 2023. 

2. Fakhrizal, S.Kom., S.H. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pagar Alam yang 

mutasi sebagai Panitera Muda hukum Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, dengan 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Tanggal 17 April 

2023. 

3. Roni Susanta, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mutasi sebagai 

Hakim Pengadilan Negeri Pekan Baru Kelas IA, dengan Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Tanggal 6 November 2023. 
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B. Promosi 

 Promosi Masuk 

Adapun promosi masuk selama Tahun 2023, Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah 

sebagai berikut : 

1. Sukadi, S.H.,M.H. Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA dipromosikan 

menjadi Panitera pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat Keputusan MA RI 

Nomor : 1331/DJU/SK/KP04.5/4/2023. 

2. Neni Triana, S.H. Staf  Pengadilan Negeri Lahat dipromosikan menjadi Panitera 

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1331/DJU/SK/KP04.5/4/2023. 

3. Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA 

dipromosikan menjadi Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat 

Keputusan MA RI Nomor : 1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023. 

 

 Promosi Keluar 

Adapun promosi masuk selama Tahun 2023, Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah 

sebagai berikut : 

1. Harmen, S.H. dari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dipromosikan 

menjadi Penitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB dengan Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Tanggal 17 April 2023. 

2. Fakhrizal, S.Kom., S.H. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam 

dipromosikan menjadi Penitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB dengan 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Tanggal 17 April 2023. 

 

C. Pensiun 

Selama Tahun 2023 tidak ada hakim atau pun pegawai yang pensiun. 
 

D. Data hakim dan pegawai yang mengikuti diklat 

Data pegawai dan hakim yang mengikuti diklat non teknis pada 2023 yaitu : 
 
NO NAMA NAMA PELATIHAN / DIKLAT / 

BIMTEK 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

1 Andi Wilham, S.H., M.H.  Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN 
Melalui Zona Integritas pada Area 
Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 

22 s/d 24 
November 2023 

Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan 
Pidana Anak (SPPA) Terpadu Gelombang 1 
bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh 
Indonesia. 

- Tahap I belajar mandiri e-learning 
- Tahap II belajar tatap muka klasial  

Tahap I  
5 s/d 9 juni 2023 
Tahap II Klasikal 
11 s/d 24 juni 2023 

2 Sukadi SH.,MH. Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN 
Melalui Zona Integritas pada Area 
Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 

22 s/d 24 
November 2023 

3 Likwanyu, SE. Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN 
Melalui Zona Integritas pada Area 
Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 

22 s/d 24 
November 2023 

4 Diah Alam Sari, S.Psi.,MM. Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN 
Melalui Zona Integritas pada Area 
Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 

22 s/d 24 
November 2023 

Bimtek ASN terkait Pencepatan 28 s.d 30 Maret 
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Penyelesaian Perkara dengan Materi E-
Court 

2023 

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang 
Milik Negara bekerja sama dengan diklat 
PKN BPK RI di wilayah jakarta tahun 2023 

03 s.d 06 April 
2023 

6 Subur Eko Prasetyo , SH. Pelatihan Pemantapan KEPPH dari biro 
rekrutmen Advokasi dan Peningkatan 
Kapasitas Hakim 

03 s.d 18 Maret 
2023 

Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual. 

- Tahap I belajar mandiri e-learning 
- Tahap II belajar tatap muka klasial 

20 s.d 24 Februari 
2023 
27 s.d 04 Maret 
2023 

7 Fery Ferdika Siregar, SH. Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual. 

- Tahap I belajar mandiri e-learning 
- Tahap II belajar tatap muka klasial 

20 s.d 24 Februari 
2023 
27 s.d 04 Maret 
2023 

8 Eduward Afrianto Sitohang, 
SH. 

Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual. 

- Tahap I belajar mandiri e-learning 
- Tahap II belajar tatap muka klasial 

20 s.d 24 Februari 
2023 
27 s.d 04 Maret 
2023 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN,  

SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI 

INFORMASI  

 
A. Pengelolaan Keuangan 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana 

kinerjajuga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Tahun 2023 yang terdiri dari : 

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang ( Non 

Operasional dan Operasional) dan  Belanja Modal 

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang ( Non Operasional dan 

Operasional) 

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan  Negeri Pagar Alam Tahun anggaran 2023, 

rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) 

Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 

1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai 

berikut : 

 
2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum  

 

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non 
operasional dan operasional persidangan peradilan sebagai berikut : 

No Jenis Belanja Anggaran 
Total Realisasi Sisa 

Rupiah Persentase 

1 Belanja Barang 56.700.000 55.269.500 97,48% 1.430.500 

Total 56.700.000 55.269.500 97,48% 1.430.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Belanja Anggaran  
Total Realisasi Sisa 

Rupiah Persentase 

1 Belanja pegawai 2.514.690.000 2.535.832.019 97,85% 55.636.981 

2 Belanja Barang 1.337.797.000 1.335.300.734 99,81% 2.496.285 

3 Belanja Modal - - - - 

Total 3.852.487.000 3.871.132.753 96,56% 58.133.266 
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B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

 

Gedung kantor 

Pengadilan Negeri Pagar 

Alam terletak di Komplek 

Perkantoran Gunung Gare 

diatas tanah seluas 8.480 

m² dengan luas tanah 

bangunan 1.034 m² dan 

luas tanah untuk sarana 

lingkungan (jalan, taman 

dan lain-lain) 679 m² 

dengan sertifikat Hak pakai 

No.7 kelurahan Pagar Wangi yang telah lama dibalik nama menjadi atas nama Pemerintah 

Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2014 yang 

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 

November 2009 tentang persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk gedung kantor 

pengadilan sampai saat ini telah prototype sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung 

Republik Indonesia.  

 

Sarana kendaraan dinas, Pengadilan Negeri Pagar Alam, kondisinya: 

No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

Ket 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Kendaraan Roda 4 
a. Daihatsu Terios 

 
 

2. Kendaraan Roda 2 
a. Yamaha Mio 
b. Yamaha Jupiter Z 

 
 

a. 2014 
 
 
 

a. 2012 
b. 2012 

 
 

√ 
 
 
 

√ 
√ 

 
 

- 
 
 
 
- 
- 

 
 

- 
 
 
 
- 
- 

 

 

- 
 
 
 
- 
- 

 

Untuk kendaraan  dinas roda empat (4), pada Tahun 2023 sebanyak 1 (Satu) unit.  

Untuk kendaraan dinas roda dua (2), sebanyak dua (2) unit. Yaitu :  

- 1 (satu) unit Yamaha Mio Tahun 2012, kondisi Baik warna hitam dengan nomor polisi BG 

2272 WZ digunakan oleh kasubbag perencanaan teknologi informasi & pelaporan. 

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z Tahun 2012 kondisi Baik warna putih dengan nomor polisi BG 

2273 WZ digunakan oleh Kasub Umum dan Keuangan. 
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Adapun perbaikan sarana dan prasarana pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam antara 

lain  : 

GAMBAR-GAMBAR PERUBAHAN SARANA DAN PRASARANA : 

 

Ruang Tunggu Ramah Anak                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ruang BAPAS dan Penasehat Hukum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruang Tunggu Pengunjung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smooking Area 
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Area Mushollah Al - Mahkamah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ruang Penasehat Hukum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengadaan Mesin Genset  
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Terdapat perubahan pada Ruang Sidang Kirana (Ruang Sidang Anak) pada Pengadilan Negeri Pagar 
Alam 

Before 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruang Sidang Candra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berikut laporan Barang Milik Negara berupa rumah dinas Pengadilan Negeri Pagar Alam : 

No Uraian Jumlah 

Kondisi 

Ket 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Pengadilan Negeri Pagar Alam 

1. Rumah Dinas ketua 
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 
3. Rumah Dinas hakim 
4. Rumah Dinas Panitera 
5. Rumah Dinas Sekretaris 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Laporan Barang Milik Negara Berupa Sarana Prasarana Pengadilan Negeri Pagar Alam : 
 

No Uraian Jumlah Keterangan 

1 Pengadilan Negeri Pagar Alam 1 - 
1. Ruang Ketua 1 - 
2. Ruang Wakil Ketua 1 - 
3. Ruang Hakim 1 - 
4. Ruang Panitera 1 - 
5. Ruang Sekretaris 1 - 
6. Sidang Umum 2 - 
7. Sidang Ramah Anak 1 - 
8. Ruang Kepaniteraan 3 - 
9. Ruang Kesekretariatan 4 - 
10. Ruang Perpustakaan 1 - 
11. Ruang Bendahara / DYK 1 - 
12. Ruang Musholah 1 - 
13. Ruang Penasehat Hukum 1 - 
14. Ruang Tahanan Dewasa 2 Laki-Laki 

dan 

Perempuan 

15. Ruang Tahanan Anak 1 - 
16. Ruang Tunggu Jaksa 1 - 
17. Ruang Laktasi 1 - 
18. Ruang Mediasi 1 - 
19. Ruang Arsip 1 - 
20. Ruang Tunggu Anak  1 - 
21. Ruang PTSP dan Informasi                1                - 
22. Ruang Tunggu Pengunjung                1                - 
23. Area Merokok                1                - 
24. Ruang Tunggu KPN, WKPN dan 

Panitera 
               0               - 

25. WC KPN, WKPN dan Panitera                4               - 
26. WC Pengunjung Laki-Laki / 

Perempuan 
               2               - 

27. WC Pegawai                7                - 
28. WC Disabilitas 1 - 
29. Ruang Media Center 1 - 
30. Ruang Tunggu Tamu Terbuka, Sarana 

/ Prasarana Fasilitas Perkantoran 
1 - 

31. Komputer / PC Unit 25 - 
32. Laptop 9 - 
33. Brankas 1 - 
34. CCTV 8 - 
35. Genset 1 - 
36. Televisi 2 - 
37. UPS 6 - 
38. Server 1 - 
39. Printer 16 - 
40. Scanner 2 - 
41. Air Conditioner (AC) 1 - 
42. Rak Server 1 - 
43. Router 2 - 
44. Meja Kerja 31 - 
45. Kursi 30 - 
46. Projector 1 - 
47. Lemari Kayu 5 - 
48. Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 - 
49. Pagar Permanen 1 - 
50. Pos Jaga Permanen 1 - 
51. Monografi 5 - 
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C. Pengelolaan Teknologi Informasi 

a. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum  

Pengadilan Negeri 

dalam pelaksanaan 

kegiatannya berusaha 

mengatasi segala hambatan 

dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Juga tuntutan para 

pencari keadlian dan 

perkembangan zaman 

mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. 

Sehingga dimungkinkan peradilan Indonesia memiliki sistem untuk melakukan 

pemanggilan para pihak melalui media elektronik yang saat ini di buat sebuah inovasi 

yaitu aplikasi e-court. Payung hukum pelaksanaan administrasi secara elektronik ini adalah 

peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di 

Pengadilan Secara Elektronik. Layanan e-court ini dapat digunakan oleh advokat maupun 

perorangan yang terdaftar. Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung 

RI dalam implementasi e-court tersebut adalah : 

1. Sosialisasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 dan mengenalkan 

aplikasi e-court kepada para advokat, pimpinan Bank dan bagian Hukum Pemerintah Kota 

di wilayah Kotamadya Pagar Alam pada tanggal 15 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri 

Pagar Alam.  

2. Aktivasi dan setting konfigurasi ke e-court Mahkamah Agung RI  

3. Pemasangan sarpras pendukung e-court yaitu :  

- Kios Touchscreen untuk aplikasi e-court 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pojok e-court dan Inzage 

 
4. Jumlah perkara yang mendaftar dengan menggunakan aplikasi e-court. 

NO PERKARA GUGATAN GUGATAN 

SEDERHANA 

PERMOHONAN 

1. PERDATA 3 12 5 

 

b. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum  

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang dicanangkan oleh 

Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan informasi dan 
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keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan 

adapun pengelolaan rutinnya merupakan pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 Tahun 2007 tersebut. Sebagai bagian 

dari core bisnis Peradilan Umum yaitu penyelesaian perkara, maka Mahkamah Agung RI 

meluncurkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang tujuannya memberikan 

semua informasi terkait proses penanganan perkara. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan 

pimpinan Pengadilan untuk memonitor kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan, tertib administrasi 

sebagai media kerja yang efektif bagi pengawasan internal.   

Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi SIPP 

tersebut adalah : 

- Peningkatan bandwith internet dengan menggunakan internet dedicated yaitu bandwith 60 

Mbps. 

- Update aplikasi SIPP. Sampai saat ini aplikasi SIPP yang sudah di update versi 5.1.0 

- Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam kegiatan 

Sosialisasi update Aplikasi SIPP versi 5.1.0 

- Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah 

melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana maupun perdata. Untuk publikasi perkara 

secara keseluruhan dapat dilihat pada aplikasi SIPP versi 5.1.0 yang beralamat di 

http://sipp.pn-pagaralam.go.id  

Pada akhir Tahun 2023 dalam evaluasi implementasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama se 

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Negeri Pagar Alam menduduki peringkat 

9 (sembilan) dengan jumlah total 969,62 poin dari empat kriteria evaluasi yaitu kinerja dengan nilai 

151,64, kepatuhan dengan nilai 531,06, kelengkapan dengan nilai 101,51 dan kesesuaian dengan nilai 

185,71.  
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BAB V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  

 

A.  Pembangunan Zona Integritas 

a) Tujuan 

Tujuan Utama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah untuk 

Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Publik, Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) 

Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya : 

1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 

Bebas Dari KKN; 

2. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

5. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah; 

6. Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.26 

Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No.10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Pagar 

Alam terdiri dari 6 area, yaitu : 

1. Area I Manajemen Perubahan; 

2. Area II Penataan Tatalaksana; 

3. Area III Penataan Sistem Manajeman SDM; 

4. Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 

5. Area V Penguatan Pengawasan; 

6. Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Yang mana pada masing-masing area di koordinir oleh 1 Hakim Pengawas Bidang 

dengan beranggotakan Panitera Muda dan Kasubbag serta staff pada seluruh bidang 

kepaniteraan maupun kesekretariatan. 
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b). Struktur Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur organisasi berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : W6-

U9/926/SK/KPN/OT.01.3/6/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Pencanangan 

Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam Menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu 

sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

c).  Aplikasi Pmpzi Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam 

Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung RI merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk melakukan proses penilaian mandiri dan proses 

evaluasi atas penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit-Unit Kerja yang berada dibawah 

Mahkamah Agung RI. Pada perjalanannya Aplikasi PMPZI mengalami berbagai perubahan, 

perubahan terakhir adalah menyesuaikan dengan aturan baru yaitu Permenpan RB Nomor 90 

Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun  2023 Pengadilan Negeri Pagar Alam 

B.  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 

awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan 

dari PTSP ini adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai 

dengan standar yang telah di tetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan 

anti korupsi, kolusi, nepotisme. Pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Pengadilan Negeri 

Sekayu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri meresmikan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Maka, Pengadilan Negeri 

Pagar Alam telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, yang terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, perdata, dan 

hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta layanan 

pojok e-court. PTSP pada meja umum dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan seluruh 

surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. PTSP pada meja 

kepaniteraan perdata bertugas menerima pendaftaran perkara baik permohonan, gugatan maupun 

gugatan sederhana tingkat pertama, banding atau kasasi dan layanan-layananan lain yang 

berhubungan dengan kepaniteraan perdata. PTSP pada meja kepaniteraan pidana bertugas 

menerima pelimpahan perkara pidana, pendaftaran perkara pidana, permohonan izin/persetujuan 

penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang bukti/ perpanjangan penahanan/pembantaran dan 

menyerahkan permohonan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, 

dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP pada meja 

kepaniteraan hukum bertugas menerima permohonan pendaftaran pendirian CV/ waarmaking 

surat-surat, pendaftaran surat kuasa/ legalisasi surat, permohonan keterangan data perkara, 

permohonana surat keterangan tidak tersangkut perkara, layananan pengaduan SIWAS MARI dan 

layanan-layananan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum. 

 Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik guna 

mempermudah akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan aplikasi PTSP plus. 

Adapun surat masuk di bagian umum dan keuangan pada aplikasi PTSP plus selama Tahun 2023 

adalah sebanyak 271 surat masuk dan surat keluar sebanyak 1738 surat. Khusus di PTSP 

kepaniteraan Hukum untuk mempermudah masyarakat yang ingin membuat surat keterangan tidak 

tersangkut perkara, masyarakat bisa menggunakan aplikasi era terang yang dapat di unduh secara 

online melalui link : https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id dan permohonan online 

tersebut akan di proses melalui layanan aplikasi PTSP plus. Pada Tahun 2023 surat keterangan 

tidak tersangkut perkara melalui era terang yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam 

sebanyak 496 surat keterangan. 

Aplikasi PTSP Plus 
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Area dan Petugas PTSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Inovasi Pelayanan Publik 

Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan perkembangan zaman, 

mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih sederhana, efektif dan efisien dan sangat 

dimungkinkan untuk berbasis elektronik. Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri 

Pagar Alam berusaha memberikan kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan membuat 

beberapa inovasi untuk memberikan kemudahan dan juga informasi kepada para pengguna 

peradilan periode Tahun 2023 sebagai berikut : 

 

1. Layanan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Tentang Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Tujuannya adala untuk memberikan 

pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang ada, seperti media komunikasi salah 

satunya adalah media komunikasi video yang disertai dengan tulisan dan penerjemah 

bahasa isyarat sehingga terciptanya layanan yang adil. 

 

2. Layanan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu berupa video tentang Alur 

Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. Tujuannya adalah utuk 

memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada masyarakat 

yang merupakan penyandang disabilitas terkait informasi perkara perdata permohonan. 

Pembuatan video ini untuk mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas terkait 

informasi sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum. 

 

Layanan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu berupa video tentang informasi tata 

tertib persidangan di Pengadilan Negeri Pagar Alam tujuannya agar dapat memberikan informasi 

lebih lengkap dan dapat di terapkan oleh seluruh pengunjung sidang umumnya dan kepada 

penyandang disabilitas pada khususnya yang datang ke Pengadilan Negeri Pagar Alam . 
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BAB VI 

PENGAWASAN 

 
A. Internal 

 

Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif 

oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para pejabat peradilan 

baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para Hakim dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan martabat atau tugas jabatannya dan 

tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan 

dan tidak melanggar kode etik profesinya. 

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud agar dapat memperoleh informasi apakah 

penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi pengadilan, dan pelaksanaan tugas 

umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-

tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan, maal administrasi dan ketidak efisienan  

penyelenggaraan peradilan serta menilai kinerja. Adapun fungsi pengawasan meliputi : 

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku 

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, 

dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya 

c. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari keadilan yang 

meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara 

yang murah 

Pengawasan internal di dalam lingkungan pengadilan terdiri dari dua (2) pengawasan yaitu 

pengawasan melekat, dan pengawasan rutin. 

 Pengawasan Melekat  

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian 

yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan 

represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai 

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kegiatan pengawasan melekat ini dilakukan dengan melakukan rapat dan membuat 

laporan bulanan setiap bagian di kepaniteraan yaitu Kepaniteraan pidana, hukum dan perdata 

dan kesekretariatan yaitu subbagian umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala, dan 

perencanaan dan teknologi informasi dan pelaporan.  Panitera juga melakukan pengawasan 

melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil kepaniteraan terkait percepatan 

penyelesaian perkara, adminitrasi kepaniteraan dan permasalahan di bagian kepaniteraan. 

Sekretaris juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh 

personil kesekretariatan terkait pelaksanaan anggaran keuangan, pengelolaan barang milik 

Negara, absensi, pelaporan dan permasalahan di bagian kesekretariatan. 

Pengawasan melekat juga mengatur masalah kedisiplinan baik bagi para hakim maupun 

pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Dan dipertegas lagidengan adanya 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin kerja hakim 

pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan Peraturan 
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Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengawasan dan pembinaan atasan 

langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di di bawahnya. Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman penanganan pengaduan 

(whsitleblowing system) di  Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Pengawasan melekat juga dilaksanakan kepada para honorer di pengadilan Negeri Pagar 

Alam dengan menilai kinerja honorer setiap bulannya oleh tim penilai yang di tunjuk Ketua 

pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Surat keputusan dan dituangkan dalam bentuk 

lembar evaluasi setiap bulannya. Dan di akhir Tahun kinerja para honorer di evaluasi apakah 

layak untuk di perpanjang atau tidak. 

 Pengawasan rutin 

Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pagar Alam 

secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Pengawasan rutin ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif 

terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi : 

a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup : 

 - administrasi persidangan 

 - administrasi perkara 

b.  Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup : 

- administrasi kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan dan teknologi informasi 

c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga 

peradilan, dan kualitas pelayanan publik.  

Dalam melaksanakan pengawasan rutin ini, ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan SK 

Nomor : W6-U9/ 49 /SK/KPN/OT.01.3/1/2023 tentang penunjukan Hakim pengawas bidang 

dimana ditunjuk hakim yang bertugas sebagai pengawas setiap bidang kepaniteraan dan 

kesekretariatan. Adapun laporan setiap hakim pengawas bidang tersebut diserahkan kepada 

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai koordinator pengawasan.  

Disamping itu pengawasan rutin yang dilakukan bersifat membimbing dan membina 

diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan 

segenap jajarannya setiap bulan, sehingga semua kendala-kendala yang ada dapat segera diatasi 

dan diminimalisir. 

B. Evaluasi 

Hasil pengawasan internal, baik pengawasan melekat maupun pengawasan rutin harus 

dituangkan dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti dokumentasi dan absensi jika 

pengawasan dalam bentuk rapat. Hal hal yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah temuan-

temuan di lapangan berupa permasalahan setiap bidang, penyebab terjadinya permasalahan 

tersebut dan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan atas kekurangan yang ditemui. 

Salah satu kegiatan evaluasi pengawasan internal kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam 

adalah dengan mengadakan audit internal yang dilakukan oleh tim audit internal pada setiap 

bidang. Kemudian dilakukan rapat tinjauan manajemen untuk mengevaluasi hasil dari audit 

internal. 

Dengan adanya evaluasi atas hasil pengawasan internal, diharapkan tidak ada lagi 

pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan aparat pengadilan. Dilakukannya pembetulan, 

penyempurnaan, perbaikan dalam pengelolaan adiministrasi kepaniteraan dan kesekrtariatan. 

Sehingga didapat kepuasan atas kinerja pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum 

dan keadilan demi terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 
 
A. Kesimpulan 

Laporan Tahunan Tahun 2023 ini memuat uraian lengkap mengenai berbagai 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam baik 

program kerja, kebijakan strategis, pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan 

penyelesaian perkara, sarana prasarana, pengelolaan keuangan.  

Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia 

serta sarana dan prasarana yang ada.  

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan 

Negeri Pagar Alam telah berjalan baik. Penyempurnaan terhadap kualitas pengelolaan 

administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan akan tetap dilakukan untuk mewujudkan visi 

Pengadilan Negeri Pagar Alam yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pagar Alam Yang 

Agung” 

 

B. Rekomendasi 

1. Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Pagar Alam kiranya 

dapat ditambah mengingat jumlah perkara yang setiap Tahun meningkat dan terdapatnya 

beberapa pegawai yang merangkap tugas disamping tugas utamanya. 

2. Perlunya penambahan anggaran belanja modal untuk sarana dan prasarana serta 

pembangunan Lapangan Parkir dan Pengecoran basemen. 

3. Mahkamah Agung dapat mengadakan bimbingan teknis untuk Bagian Kesekretariatan, 

seperti bidang Umum dan Keuangan, bidang Kepegawaian, Kearsipan maupun Perpustakaan, 

serta bimbingan untuk pemanfaatan dan pengelolaan IT. Bimbingan teknis di bagian 

Kepaniteraan, seperti pengolaan arsip perkara, bimtek e-court, bimtek SIPP, bimtek 

pembuatan Berita Acara Perkara, pedoman Layanan hukum dan penangangan pengaduan, 

serta bimtek Lainnya yang berhubungan dengan percepatan penyelesaian perkara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


